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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 
secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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ABSTRAK 
Notaris merupakan  salah satu profesi di bidang hukum yang terkait erat 
dengan pembuatan alat bukti  berupa akta. Akta notaris dapat dijadikan alat 
bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada 
gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain.Jenis 
penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga 
dengan penelitian hukum doctrinal, yakni berfokus pada peraturan yang tertulis 
(law in book). Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan 
data sekunder, yang selanjutnya hasil analisis di deskrepsikan secara kualitatif 
dengan menggunakan interpretasi dan logika hokum sehingga memperoleh 
gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada untuk 
menjawab permasalahan yang dihadapi. 
 




Notary is one of profession in law that associated with evidence in the form of 
official document, The notarial deed can be used as strong evidence that if 
sometime there is a dispute between the part or there is a lawsuit in civil and in 
criminal charges from other part.This type of research is kind of normative law or 
can be called the doctrinal law research, which focused on written rules (law in 
book). Data analysis was performed by collecting primary data and secondary 
data, which further results is described by qualitative using interpretation and logic 
so it can had a new plan or can be consolidate plan to answered problems. 
 




Pertanggungjawabaan profesional adalah pertanggungjawabaan kepada 
diri sendiri dan masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti 
serorang professional bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional 
sebagai bagian dari kehidupanya. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya 
kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya.
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 Di Indonesia salah satu profesi yang dituntut professional dalam 
menjalankan profesinya adalah Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang 
berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu 
tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainya.
2
 Notaris sebagai pejabat umum 
(openbaar ambtenaar) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani 
tanggungjawab atas perbuatanya sehubungan dengan pekerjaanya dalam membuat 
akta tersebut. Ruang lingkup notaris meliputi kebenaran materiil, dapat dibagi menjadi 
empat poin: (1) Tanggung Jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil 
dari akta yang dibuatnya; (2)Tanggung Jawab Notaris secara pidana terhadap 
kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya; (3) Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan 
Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; (4) 
Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik 
Notaris.
3
 Menurut  R. sugandhi  keterangan palsu  adalah keterangan  yang tidak benar 
atau bertentangan dengan keterangngan sesungguhnya.
4
 Jadi yang dimaksud dengan 
akta otentik yang memuat keterangan palsu dalam hal ini adalah notaris secara 
sengaja atau tidak disengaja, notaris bersama-sama dengan para pihak atau 
penghadap membuat akta yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 
dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu 
saja dimana  keterangan itu melanggar kepentingan orang lain. Oleh sebab itu 
berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian 
serta menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban 
Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Memuat Keterangan Palsu Ditinjau  Dari 
UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”. 
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka yang 
menjadi pokok bahasan atau permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) 
Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yang memuat 
keterangan palsu?; (2) Bagaimana keabsahan akta otentik yang dibuat dihadapan 
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notaris jika memuat keterangan palsu?. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk 
mengetahui bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yang 
memuat keterangan palsu; (2) Untuk mengetahui bagaimana keabsahan akta 
otentik yang dibuat dihadapan notaris jika memuat keterangan palsu. Serta 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, yakni: (1) 
Manfaat Teoritis, untuk memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi 
ilmiah) dalam kaitanya dengan pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik 
yang dibuat dihadapan notaris dan keabsahan akta otentik jika memuat keterangan 
palsu;  (2) Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 
memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan 
masalah yang diteliti.  
 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian hokum normatif atau disebut juga 
dengan penelitian hukum doktrinal yakni berfokus pada peraturan yang tertulis 
(law in book).
5
 penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk 
menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna 
menjawab isu hukum yang dihadapi. Sumber data menggunakan data primer dan 
sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pertanggungjawaban Notaris berdasarkan UU No.2 Tahun 2014 tentang 
Jabatan Notaris 
Penggugat atas nama Basis Sampurno adalah pemilik tanah dan pemilik 
memiliki sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana 
SHM No.7760 seluas + 218 M2 , Surat Ukur tanggal 4-11-1999 No.1036/Jebres/1999 
terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta yang tertulis atas nama 
penggugat sendiri. Penggugat memperoleh tanah tersebut atas penawaran yang 
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disampaikan Sri Wahyuningsih (Tergugat I) yang akhirnya Penggugat bersedia 
membeli Tanah yang selanjutnya disebut sebagai “Obyek Sengketa” sebagaimana akta 
Jual Beli Tanggal 03-04-2007 No.46/Jebres/2007 yang dibuat oleh Rofian Amianto,SH. 
PPAT kota Surakarta, dimana pembelian yang dilakukan dengan cara Penggugat 
memberi kuasa kepada Tergugat I, dikeranakan saat terjadi jual beli Penggugat 
masih berdomisili di Jayapura. Tergugat I untuk mengelola “ Obyek Sengketa” 
untuk digunakan serta dimanfaatkan untuk rumah kos agar ada pemasukan uang 
setiap bulannya. 
Akan tetapi pada tahun 2012 tanpa sepengetahuan Penggugat dan saat 
Penggugat masih berdomisili di Jayapura, “Obyek Sengketa “ telah beralihhak 
dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Noer Rohman alias Sarniatiningsih 
(Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:13/Jebres/2012 yang dibuat 
tanggal 08-08-2012 oleh Notaris Mochamad Rochim,SH.,MKn (Tergugat V). 
Berdasarkan  hal tersebut  Penggugat merasa dirugikan dan menggugat Para pihak 
serta Notaris yang membuat akta jual beli tersebut ke Pengadilan Negeri Surakarta 
atas dasar Perbuatah Melawan Hukum. 
 
3.2 Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik yang memuat 
Keterangan Palsu ditinjau dari Aspek Perdata 
Secara yuridis , kewajiban notaris di dasarkan pada ketentuan pasal 16 
ayat (1) UUJN yaitu Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib  bertindak 
amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak 
yang terkait dalam perbuatan hukum. 
Bertindak amanah dan jujur itu adalah sesuai dengan aturan yang berlaku 
tidak menyimpang dari aturan undang-undang dan tidak menyalahi dari Peraturan 
jabatan Notaris/ Kode etik Notaris.
6
 UU Perubahan atas UUJN hanya mengatur 
bahwa ketika Notaris  dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan 
pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, maka Notaris dapat dikenai atau 
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dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. 
Sanksi perdata di dalam UUJN terdapat pada Pasal 84 yang berbunyi: 
Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, 
Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang 
mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta 
di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan 
bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti 
rugi, dan Bunga kepada Notaris. 
Mengacu pada penjelasan diatas seorang notaris dapat dikatakan 
melakukan perbuatan melawan hukum apabila  dalam menjalankan profesi tidak 
seuai dengan kewajibanya.Dalam analisis ini, penulis akan menganalisa mengenai 
perbuatan melawan hukum yang didalilkan penggugat yang telah dilakukan oleh 
Notaris Muhammad Rochim, SH (Tergugat V). Pertanggungjawaban atas kesalahan 
(based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan 
Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya pada Pasal 1365 yang lazim 
dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan 
terpenuhinyaempat unsur pokok, yaitu: (1) Adanya perbuatan; (2) Adanya unsur 
kesalahan; (3) Adanya kerugian yang diderita; (4) Adanya hubungan kausalitas 
antara kesalahan dan kerugian. 
Dari syarat-syarat suatu perbuatan melawan hukum tersebut. Apabila 
ditinjau dari pendapat Kranenburg dan Vegtig, maka dapat digolongkan dalam 
Teori Fautes Personalis, dimana notaris sebagai pejabat negara atau  bagian dari 
pemerintah karena kurang hati-hati atau kelalaiannya menyebabkan tidak 
terjaganya kerahasiaan suatu minuta akta yang disebabkan oleh penyalahgunaan 
kerahasiaan minuta akta tersebut oleh pekerjanya, maka akan dianalisis apakah 
Muhammad Rochim, SH Mkn. selaku Notaris telah melakukan perbuatan 
melawan hukum.  
 Didalam UUJN tidak terdapat pasal yang menyatakan  Bahwa  notaris 
memiliki kewajiban untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap kebenaraan 




dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.702k/Sip/1973 yang berbunyi 
“Notaris fungsinya hanya mencatat atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki 
dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap, tidak ada kewajiban notaris 
untuk menyelidiki secara mataeril (hal-hal) yang dikemukakan oleh para 
penghadap’’. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menghadap notaris telah 
benar berkata tidak berbanding lurus dengan kata benar. Artinya suatu 
kebohongan atau keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap yang 
kemudian di tuangkan oleh notaris ke dalam suatu akta akan menjadi tanggung 
jawab para pihak penghadap. Oleh sebab itu Akta Jual beli Nomor:13/Jebres/2012 
tanggal 08-08-2012 yang diterbitkan oleh Notaris Mochamad Rochim,SH.,MKn 
tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena notaris 
telah melakukan tugasnya sebagai pejabat Notaris / PPAT sebagaimana dengan 
bunyi pasal Pasal 15 Ayat  (1) UUJN. 
 
3.3 Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik yang memuat 
Keterangan Palsu ditinjau dari Aspek Adsminitratif 
Sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris:  (1) notaris berwenang membuat akta otentik dalam suatu 
wilayah hukum yang telah ditentukan mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 
ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan atau yang 
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik 
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan  atau  dikecualikan  
kepada  pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.  
 
Notaris juga berwenang untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan 
akta.Tanggal yang dimaksud adalah tanggal diresmikannya akta. Wewenang 
lainnya yang diberikan kepada notaris adalah kewenangan untuk menyimpan akta, 
memberi salinan dan kutipan akta dan memberikan grosse akta yaitu salah satu 
salinan akta untuk pengakuan hutang dengan memiliki kapala akta bertuliskan 
”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 




Namun Notaris adalah manusia yang tidak lepas dari kesalahan dalam 
pembuatan akta tersebut, untuk itu jika terjadi baik karena disengaja maupun 
kelalaiannya Notaris melakukan kesalahan, maka dapat dimintakan tanggung 
jawab baik dari segi hukum pidana, perdata maupun administratisi. Mengenai 
sanksi Administrasi Notaris diberikan sanksi dengan kualifikasikan sebagaimana 
tersebut sebagaimana Pasal 85 UUJN yang dapat dikenai sanksi berupa: (1) 
teguran lisan; (2) teguran tertulis (3) pemberhentian sementara (4) pemberhentian 
dengan hormat; atau (5) pemberhentian dengan tidak hormat. 
 
3.4 Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik yang memuat 
Keterangan Palsu ditinjau dari Aspek Pidana 
Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak 
diatur dalam UU Perubahan atas UUJN namun tanggung jawab Notaris secara 
pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. Salah satu 
ketentuan pidana yang mengatur  adalah pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP). Menurut substansinya  di dalam pasal 263 ayat 1 tersebut memiliki 
dua buah unsur yakni (1) unsur obyektif yang terdiri dari: (a) Membuat Surat 
Palsu; (b) Memalsukan Surat; (c) yang dapat menerbitkan suatu hak, yang dapat 
menerbitkan suatu perjanjian/perikatan, yang dapat diperuntukkan guna menjadi 
bukti atas suatu hal. (2) unsur Subyektif , yakni (a) Untuk mempergunakan atau 
memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu; (b) Pemakaian dan penggunaan 
surat itu dapat menimbulkan kerugian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris Mochamad Rochim,SH.,MKn 
telah digugat karena telah menerbitkan Akta Jula Beli Nomor:13/Jebres/2012 
yang dibuat tanggal 08-08-2012. Penggugat menduga bahwa notaris telah turut 
membantu para pihak tergugat untuk membuat akta palsu yang merugikn 
penggugat tersebut. 
Memperhatikan permasalahan tersebut sehubungan dengan dengan adanya 
pelanggaran Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN tentu harus dilihat dari sisi 
subyeknya (pelaku) artinya ketika perbuatan Notaris dalam membuat aktaotentik 




Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya 
mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. 
Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung 
jawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada 
Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris 
sendiri. 
UU Perubahan atas UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang 
dilakukan oleh Notaris terhadap UU Perubahan atas UUJN.Sanksi tersebut dapat 
berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya 
mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Tentang perbuatan Notaris 
melakukan tindak pidana pemalsuan atau memalsukan akta Notaris, UU 
Perubahan atas UUJN tidak mengatur secara khusus tentang ketentuan pidana 
Kemudian khusus pertanggungjawaban Notaris dalam  bidang pidana dari aspek 
praktek peradilan hakekatnya meliputi 3 (tiga) pertanggungjawaban yaitu sebagai 
terdakwa, saksi dan dalam aspek memberi keterangan ahli. 
 
3.5 Keabsahan Akta Otentik yang Dibuat Dihadapan Notaris jika Memuat 
Keterangan Palsu 
3.5.1 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik 
  Tentang kekuatan pembuktian dari akta notaris sebagai alat bukti dapat 
dikatakan bahwa  pada umumnya Akta Notaris sebagai akta  dibedakan menjadi 
tiga macam kekuatan pembuktian.
7
 Pertama, Lahiriah (uitwendigebewijskracht) 
Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk 
membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (acta publica probant sese ipsa). 
Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat  apa 
adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan 
alat bukti yang lainnya. Jika  ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak 
memenuhi syarat sebagai akta,  maka  yang bersangkutan wajib membuktikan 
bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.  
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Kedua, Formal (formalebewijskracht) Kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta 
yang tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh 
pihak-pihak yang penghadap. Hal yang pasti ialah tentang kebenaran dan 
kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul  (waktu) menghadap, dan para 
pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi 
dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh 
Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau 
pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Untuk membuktikan 
kebenaran tersebut maka dapat ditinjau  dari kewenangan notaris pada pasal 
15ayat (1) UUJN. Ketiga, Materiil (materielebewijskrachft) Merupakan kepastian 
tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan 
pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang 
mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya 
(tegenbewijs).  
 
3.5.2 Keabsahan Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris 
  Menurut R. Soegondo, “akta otentik adalah akta yang dibuat dan 
diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan penjabat umum, 
yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, di tempat dimana akta itu dibuat”.8 
Akta yang berfungsi hanya sebagai alat bukti maka akibat pelanggarannya adalah 
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau dapat 
dibatalkan menurut hukum sepanjang akta tersebut ditandatangani oleh (para) 
penghadap. Bagi akta yang berfungsi sebagai syarat mutlak untuk adanya 
tindakan/perbuatan melawan hukum atau digolongkan pada tindakan hukum/perjanjian 
formil, maka akibat pelanggarannya adalah menjadi dapat dibatalkan dan batal 
demi hukum.  Akta Notaris Batal Demi Hukum  dapat Ditinjau dari pasal 41 dan 
pasal 84 UUJN.   
  Menurut analisis penulis dari Putusan Perkara No. 287/Pdt.G/2014/PN.Skt 
Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan bahwa Notaris  Mochamad 
Rochim,SH.,MKn dan Tergugat VII, tidak terbukti melakukan perbuatan melawan 
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hukum. Terkait dengan keterangan palsu yang terdapat pada suatu akta otentik, 
Akta yang dibuat oleh notaris itu bersifat otentik, karena notaris diberi kewenagan 
oleh Negara untuk  membuat akta otentik tersebut, mengenai keterangan palsu  
yang terdapat pada suatu akta  itu kembali pada keterangan yang diberikan oleh 
para penghadap, disini notaris tidak bisa membedakan keterangan mana yang 
benar atau palsu, karena kewajiban notaris hanya membuat akta otentik 
berdasarkan keterangan yang diberikan oleh penghadap.
9
 
  Sedangkan  mengenai keabsahan akta tersebut Akta notaris  itu termasuk 
perjanjian tertulis, mengenai pembuktian  akta tersebt palsu atau tidak dapat 
dilakukan dengan mengajukan  gugatan ke pengadilan,  mengenai keabsahan  akta 
tersebut bisa dapat dibatalkan atau batal demi hukum , apabila apa yang terdapat 
didalam akta sudah dijalankan  maka  keputusan dikembalikan  lagi kepada 
kespakatan para  pihak  terkait, dan apabila kedua belah pihak masih bersihkukuh 




  Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terhadap akta notaris 
yang didasarkan pada keterangan palsu,tidak dengan sendirinya mengakibatkan 
akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan 
keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan 
untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal atau tetap menjadi akta 
otentik apabila telah diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. 
 
4. PENUTUP 
Pertama, Notaris adalah pejabat negara yang diberi kewenangan oleh 
negara untuk membuat akta otentik dimana Setiap wewenang yang diberikan 
kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan 
dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan 
lainya, aturan hukum yang mengatur profesi jabatan notaris adalah UU No.2 
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 Wahyu Nugroho, Notaris, Wawancara Pribadi, Surakarta, 12 November 2016, pukul 
13:00 WIB. 
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Tahun 2014 tenteng perubahan atas UU No. 30 tahun 2004  tentang Jabatan 
Notaris.  
Kedua, Bahwa akta jual beli yang dibuat oleh notaris Mochamad 
Rochim,SH.,MKn memuat perbuatan hukum sah yang dituangkan di dalam suatu 
akta notaris. Berdasarkan  Pasal 1 angka 1 UUJN,  notaris didefinisikan  sebagai 
pejabat umum yang berwenang  untuk membuat akta otentik dan kewenangan 
lainya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan Notaris di atur di dalam 
pasal 15 UUJN dan kewajiban di Pasal 16 UUJN. Hal tersebut telah tampak dalam 
putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 287/Pdt.G/2014/PN.Skt.  
Ketiga,  Akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu, tidak dengan 
sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak 
yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan 
pidana atau perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut 
akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan. 
Sebaiknya notaris dalam menjalankan profesinya selalu berpegang teguh pada Undang-
undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Agar apabila ada yang menangguhkan 
mengenai produk yang dibuat nya, Notaris dapat mempertanggungjawabkan  secara yuridis 
perbuatanya dan Para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta otentik 
hendaknya memberikan  keterangan dengan sebenar – benarnya agar tidak terjadi 
sengketa atas akta yang dikehendaki oleh para pihak sendiri pada kemudian hari. 
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tercinta Bapak Maulud dan Ibu Sunarsi yang selalu memberikan perhatiannya . 
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